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didaftarkan berisiko sulit diakses oleh ahli waris, ren
menimbullan sengketa, dan dapat memperlambat pn
pembagian warisan. Kelalaian notaris dalam pendaftaran
dapat berujung pada tanggung jawab hukum, baik secara pe
berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, pidana menurut F
263 KUHP terkait pemalsuan atau mghilangan dokumen
maupun sanksi administratif sesuai dengan UU No. 2 Tat
2014 tentang Jabatan Notaris. Oleh sebab itu, pendaftaran
wasiat sangat penting sebagai upaya melindungi kehel
pewaris, mencegah perselisihan, dan menjaga reputasi
kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

1. Pendahuluan

Pewarisan pada dasarnya merupakan salah satu cara legal untuk mengalihkan hak
kepemilikan atas suatu harta, baik berupa benda maupun hak-hak lain yang melekat pada
seseorang. Proses initidak selalu terjadi setelah seseorang meninggal, karena dalam
praktiknya, peralihan kepemilikan atau pengelolaan harta bisa dimulai sejak orang tersebut
masih hidup, misalnya melalui hibah atau wasiat. Di tengah dinamika kehidupan
masyarakat, proses pewalisan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembentukan
dan kesinambungan struktur keluarga. Seiring waktu, sebagian anggota keluarga akan
membentuk keluarga baru, dan mereka yang secara hukum telah memenuhi syarat sebagai
ahli waris memiliki pelua ng untuk melanjutkan alur pewarisan tersebut kepada generasi
berikutnya .1

Na mun, meski pun pewarisan kerap kal:i di pahami S
setelah kematian, nyatanya tidak semua hak dan kehendak pewaris dapat langsung
diimplementasikan tanpa ada dokumen legal yang mengikat. Dalam konteks ini, surat

wasiat memegang peranan penting sebagai media hukum yang menyampaikan kehendak

terakhir seseorang mengenai pembagian harta bendanya setelah wafat. KUH Perdata,

tepatnya dalam Pasal 875, menegaskan bahwa surat wasiat merupakan sebuah akta. Meski

secara hukum dimungkinkan untuk dibuat secara bawah tangan, namun mengingat

dampaknya yang besar bagi para ahli waris, pembuatannya lebih dianjurkan melalui

prosedur resmi yang sah, yakni dalam bentuk akta notariil.

Notaris sendiri memiliki kedudukan yang diatur secara ketat dalam sistem hukum

Indonesia. Berdasarkan Reglement op Het Notaris Ambt in Indoneg&taatsbladl860 No. 3),
yang kemudian diperbarui melalui Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris diberikan
wewenang tunggal dalam membuat akta otentik, termasuk akta wasiat. Sebagai pejabat
publik, notaris bukan hanya bertugas menyusun akta, tetapi juga be rtanggung jawab secara
administratif atas keabsahan, penyimpanan, serta pelaporan akta-akta tersebut. Khusus
untuk akta wasiat, Pasal 16 ayat (1) huruf j UU No. 2 Tahun 2014 mewajibkan notaris untuk
melaporkannya ke Daftar Pusat Wasiat yang dikelola oleh K ementerian Hukum dan HAM .

Peran notaris dalam pembuatan akta wasiat juga diatur dalam Pasal 939 KUH Perdata,
yang menegaskan bahwa kehendak terakhir pewaris wajib disampaikan dengan jelas

1 Suparman, Suparman, E(2020) Hukum Waris Indonesia (Revisi). Jakarta: PT. Refika Aditama. h.997
(Jakarta: PT. Refika Aditama, 2020).
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kepada notaris.2 Lalu dituangkan dalam kata -kata yang tegas dan terang. Isi wasiat belum
tentu sepenuhnya dimengerti oleh pelaksana atau ahli warisnya, sehingga keberadaan
notaris menjadi penting untuk membantu menguraikan dan mencatat keinginan terakhir
pewaris dalam bentuk akta, guna menghindari potensi perbedaan tafsir yang dapat
menimbulkan konflik antar ahli waris. Oleh karena itu, notaris wajib mengikuti prosedur
hukum yang berlaku secara ketat.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dalam UndangUndang Jabatan Notaris, notaris memiliki
kewenangan untuk merangkum keinginan para pihak ke dalam sebuah akta otentik dengan
tetap memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, pembuatan akta wasiat
harus dilakukan dengan teliti agar tidak bertentangan dengan peraturan yang a da dan
tidak merugikan ahli waris yang memiliki hak khusus menurut hukum. Untuk
menghindari kemungkinan adanya pemalsuan atau penipuan terhadap akta wasiat, serta
memberikan jaminan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait, diperlukan adanya
sistem pencatatan dan pelaporan wasiat yang harus didaftarkan ke Daftar Pusat Wasiat,
yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Namun demikian, tidak sedikit ditemukan kasus di mana notaris tidak melaksanakan
kewajiban tersebut. Ketidakpatuhan ini tentu sangat merugikan ahli waris yang seharusnya
dilindungi hak -haknya oleh undang-undang. Kelalaian semacam ini termasuk pelanggaran
terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf j UU Jabatan Notaris dan berpotensi menimbulkan dampak
hukum, baik terhadap akta wasiat itu sendiri maupun terhadap pihak -pihak yang
disebutkan di dalamnya.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada dua
permasalahan pokok. Pertama, bagaimana akibat hukum yang timbul apabila akta wasiat
yang dibuat secara notariil tidak didaftarkan pada Daftar Pusat Wasiat. Kedudukan akta
wasiat sangat penting dalam hukum waris, dan jika tidak terdaftar, keberadaannya bisa
diragukan dan berpotensi menimbulkan sengketa. Kedua, bagaimana bentuk tanggung
jawab notaris yang tidak mendaftarkan akta tersebut. Sebagai pejabat umum, notaris
memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang -
undangan. Apabila lalai, maka notaris dapat dikenakan sanksi hukum yang relevan, dan
kelalaiannya bisa berdampak pada pembagian harta warisan serta perlindungan hukum
bagi ahli waris. Kewajiban ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan juga bagian
dari upaya negara untuk menjamin keterlacakan dan keabsahan setiap wasiat yang telah
dibuat. Dengan adanya sistem pelaporan tersebut, diharapkan tidak terjadi kehilangan atau
pengingkaran terhadap keberadaan wasiat, apalagi jika isi dari wasiat tersebut menyangkut
kepentingan hukum dan hak orang lain. Keberadaan wasiat yang terdokumentasi secara
resmi juga mencegeh potensi konflik antar ahli waris yang bisa timbul karena
ketidaktahuan atau perbedaan tafsir terhadap kehendak pewaris.

Namun dalam kenyataannya, tidak sedikit ditemukan kasus di mana notaris Penelitian ini
juga menyoroti celah yang belum banyak digali d alam kajian-kajian sebelumnya, yakni
bagaimana pengaruh dari akta wasiat yang tidak terdaftar terhadap pelaksanaan pewarisan
itu sendiri. Tidak hanya dari sisi keabsahan dokumen, tetapi juga dari aspek perlindungan
hukum bagi para ahli waris. Dengan mengan alisis implikasi hukum dari ketidakpatuhan

notaris dalam melakukan pendaftaran akta, penelitian ini bertujuan untuk memperkuat

kerangka akuntabilitas profesi notaris dan mendorong tata kelola yang lebih baik dalam
bidang kenotariatan. Penelitian ini bertuju an untuk menggali lebih dalam terkait

2 Syamsudin, Praktik Kenotariatan Dan Etika Profesi Notafidakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019).
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konsekuensi hukum dari tidak terdaftarnya akta wasiat secara notariil, baik dari sisi
keabsahan dokumen maupun implikasi terhadap hak -hak waris. Tujuan lainnya adalah
untuk menganalisis bentuk tanggung gugat terhadap n otaris yang tidak melaporkan akta
tersebut, baik dalam bentuk sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Melalui kajian

ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas tanggung

jawab dan kedudukan notaris dalam sistem hukum wari san di Indonesia.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas hal serupa dengan Beberapa
penelitian sebelumnya juga membahas topik yang serupa dengan penelitian ini. Salah satu
studi bertujuan untuk mendalami Peran dan kewajiban notaris dalam menjamin bahwa
akta wasiat yang disusun di hadapannya memenuhi semua persyaratan hukum yang
berlaku. Selain itu, terdapat pula penelitian lain yang menyoroti kewajiban notaris dalam
proses pendaftaran wasiat, khususnya terkait dengan wasiat yang telah masuk ke dalam
Daftar Pusat Wasiat namun belum dilakukan pendaft aran di Balai Harta Peninggalan .3

Dengan melihat kasus-kasus yang relevan dan menelaah regulasi yang berlaku, penelitian
ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai pentingnya per an
notaris dalam menjamin keberadaan dan keabsahan akta wasiat. Ke depan, hasil penelitian
ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penguatan sistem pengawasan terhadap notaris
serta penyempurnaan regulasi terkait pendaftaran wasiat di Indonesia.

2. Meto de Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode normatif, yaitu suatu cara penelitian yang sistematis
dengan fokus pada analisis terhadap aturan hukum yang berlaku secara resmi. Dalam studi
ini, digunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan terhadap pera turan perundang -
undangan serta pendekatan studi kasus. Pendekatan pertama menitikberatkan pada kajian
teks hukum dan regulasi yang relevan, sementara pendekatan kedua berfokus pada analisis
putusan-putusan pengadilan yang berhubungan dengan topik penelitia n.Pendekatan
undang-undang dilakukan dengan menelaah regulasi yang relevan untuk melihat
kesesuaian, konsistensi, dan keterkaitannya dalam menjawab permasalahan hukum terkait
akta wasiat, sementara pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji kasus-kasus konkret
yang menyangkut kelalaian notaris dalam mendaftarkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat.
Teknik analisis yang diterapkan meliputi analisis deskriptif, evaluatif, dan argumentatif;
analisis deskriptif bertujuan menggambarkan kondisi hukum secara faktual berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, analisis evaluatif digunakan untuk
menafsirkan norma hukum secara mendalam dalam konteks permasalahan yang dikaji,
sedangkan analisis argumentatif difokuskan pada penyusunan argumen hukum yang logis
dan sistematis untuk menjawab pokok permasalahan. Melalui pendekatan ini, penelitian
diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh dan komprehensif terhadap

konsekuensi hukum serta tanggung jawab notaris atas tidak dilaksanakannya kewajiban
pendaftaran akta wasiat.

3. Hasil Dan Pembahasan

3 Mumpuni, Anggun Restu. "Tanggungjaw ab Notaris Terhadap Wasiat yang Telah Didaftarkan ke
Daftar Pusat Wasiat tapi tidak Didaftarkan ke Balai Harta Peninggalan." PhD diss., Universitas
Narotama, (2020
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3.1Dampak Hukum Tidak Didaftarkannya Akta Wasiat Notariil ke Daftar Pusat Wasiat

Perlu kita pahami terlebih dahulu syarat -syarat sahnya wasiat menurut ketentuan hukum
yang berlaku. Menurut ketentuan Pasal 895 - 940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata), sebuah wasiat dapat dianggap sah jika memenuhi sejumlah persyaratan
tertentu. Persyaratan yang dimaksud mencakup beberapa unsur yang harus dipenuhi agar
wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum yang berlaku : (1) wasiat harus dibuat oleh orang
yang sudah dewasa dan bijak menurut hukum; (2) harus dilakukan secara bebas tanpa
paksaan, tekanan, atau pengaruh yang tidak sah; (3) isi wasiat harus jelas dan dapat
dimengerti; serta (4) dibuat dalam bentuk yang di tetapkan UU, salah satunya adalah
bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris (wasiat notariil). Selain itu, wasiat
harus mematuhi ketentuan legitieme portie, yaitu bagian mutlak warisan yang wajib
diberikan kepada ahli waris tertentu yang tidak dapat dikurang i oleh isi wasiat.Akta
wasiat yang dibuat oleh notaris memenuhi kriteria sebagai akta otentik sebagaimana diatur
dalam Pasal 1868 KUHPerdata.Dokumen ini memiliki nilai bukti yang kuat, dengan syarat
disusun oleh atau di depan pejabat resmi yang berwenang serta mematuhi prosedur dan
ketentuan hukum yang berlaku. . Namun, meskipun telah sah secara formil, keberadaan
dan pelaksanaan isi wasiat sangat bergantung pada aksesibilitas dan pengakuan
hukumnya, yang salah satunya diwujudkan melalui proses pendaftaran dalam Daftar
Pusat Wasiat.

Akta wasiat yang Telah disusun oleh notaris merupakan dokumen otentik yang diakui
secara hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat. Ini semua karena akta
notaris termasuk dalam kategori akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1868
KUH Perdata serta UUJabatan Notaris (UUJN), yang menetapkan bahwa akta oentik
adalah dokumen yang sudah sesuai denganasasyang ditetapkan oleh UUdan dibuat oleh
atau di hadapan pejabat umum yang berwenang pada tempat pembuatan akta tersebut.
Oleh sebab itu, akta yang dikeluarkan oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian kuat,
baik dari segi formal maupun materiil. Isi akta tersebut dianggap benar dan mengikat bagi
para pihak serta pihak terkait lainnya, kecuali jika terdapat bukti sah y ang menunjukkan
sebaliknya di pengadilan . Bahkan, dalam kasus tertentu seperti akta pengakuan utang, akta
notaris memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga dapat langsung dilaksanakan tanpa
melalui proses gugatan. Namun demikian, kekuatan ini dapat berkuran g apabila akta
mengandung cacat formil, seperti ketidaksesuaian prosedur atau pelanggaran terhadap
bentuk dan substansi yang ditentukan dalam UUJN. Dalam praktiknya, akta yang cacat
formil dapat diperdebatkan keabsahannya di pengadilan, sehingga menimbulka n keraguan
terhadap validitas hukum akta tersebut .*

Notaris melakukan pencatatan repertorium, yaitu proses administratif di mana notaris

mencatat setiap akta otentik yang dibuatnya dalam buku khusus yang disebut repertorium,
sesuai kebijakan UU. Pencatatan tersebut berfungsi sebagai bukti bahwa akta tersebut
resmi dan dibuat oleh pejabat publik yang berwenang. Akta wasiat yang dicatat oleh
notaris memberikan jaminan hukum yang akurat dibandingkan dengan akta di bawah
tangan. Akta yang dimaksud adalah otentik khusushya akta wasiat yang dibuat di
hadapan notaris. Akta ini memiliki jaminan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan

akta di bawah tangan karena dibuat oleh pejabat publik yang berwenang, yakni notaris,

4] Gede, dan Dewa Made Ariawan Suryadi, OPeran
Terhadap Akt a Was ActatConitas 5,INa. 26020,dx321a , 6
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dan memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam undang -undang. Dalam
konteks hukum waris, akt a wasiat notariil menjamin bahwa kehendak pewaris tercatat
secara sah dan terlindungi secara hukum, karena notaris memastikan adanya niat yang
jelas, kemampuan hukum pewaris, serta ketiadaan tekanan atau paksaan dari pihak lain.
Dalam konteks hukum waris, akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris memiliki

peranan penting dalam memastikan bahwa kehendak pewaris terlaksana sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku. Keabsahan akta ini tetap terjaga selama memenuhi
persyaratan formal yang telah ditentukan, seperti adanya niat yang jelas dari pewaris,
kemampuan hukum pewaris untuk membuat wasiat, serta ketiadaan unsur paksaan atau
tekanan dari pihak manapun.

Perlindungan hukum terhadap notaris penting untuk menghindari tuduhan malpraktik
yang dapat mencoreng nama baik profesi, terutama dalam kasus ketidakpatuhan
administra tif. Lebih jauh lagi, akta wasiat yang dibuat oleh notaris memberikan
perlindungan hukum tidak hanya kepada pewaris, tetapi juga kepada ahli waris. Dengan
kekuatan pembuktian yang tinggi, akt a ini dapat mengurangi potensi sengketa yang
mungkin timbul di antara para ahli waris. Proses pendaftaran akta wasiat oleh notaris juga
mencakup pemeriksaan dokumen pendukung dan penyampaian isi wasiat secara jelas
kepada pewaris untuk memastikan bahwa wasiat tersebut mencerminkan kehendak
sebenarnya.Oleh karena itu, akta wasiat yang disusun oleh notaris bukan hanya sah secara
hukum, tetapi juga memberikan kepastian dan perlindungan bagi semua pihak yang
berkaitan dalam pelaksanaan warisan.s

Pencatatan akta wasiat dalam Daftar Pusat Wasiat memiliki peran penting dalam
memastikan bahwa pelaksanaan wasiat berjalan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan
hukum. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai
perubahan dari UU Nomor 30 Tahun 2004 yang membahas tentang Jabatan Notaris, yang
mewajibkan notaris untuk melaporkan setiap akta wasiat ke dalam daftar resmi yang
dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Prosesnya dimulai sejak akta
wasiat disusun oleh notaris, kemudian salinannya dikirim dan dicatat secara tertutup agar isi
dokumen tetap terjaga kerahasiaannya namun tetap terdokumentasi dengan baik. Langkah
ini tidak hanya memperkuat keabsahan hukum akta tersebut, tetapi juga mencegah
terjadinya penyalahgunaan, hilangnya dokumen, atau munculnya sengketa di kemudian
hari. Dengan adanya sistem pendaftaran, pihak yang memiliki hak atas isi wasiat dapat
dengan lebih mudah mengakses dokumen tersebut, sehingga memberikan jaminan
perlindungan hukum yang lebih m aksimal bagi pewaris maupun ahli waris . Proses
pendaftaran ini tidak hanya merupakan formalitas administratif, tetapi juga mencerminkan
komitmen untuk menjamin keberadaan dan aksesibilitas dokumen wasiat di masa depan.
Dengan didaftarkan, informasi mengena i wasiat tersimpan secara resmi dalam sistem yang
terorganisir, sehingga mempermudah pelacakan dan penggunaan dokumen tersebut ketika
diperlukan, baik oleh ahli waris, pengadilan, maupun pihak ketiga lainnya. ©

51 Gede Agus Oka, I Dewa Gede Atmadj a, dan Ni Ket u
Hukum Ter hadap Jabatan Notaris Ber kai thAaamCofiang bon,l Dugaar
2015, 15@60.

6 1 Gusti Ayu Putu Oka, Made Sari, | Gusti Ngurah Wairocana, | Nyoman Suyatna Cahyaning,
OPeralihan Hak Atas Tanah Ber das ar & taActa Bamiaall?2018/asi a't
157570.
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Keberadaan Daftar Pusat Wasiat ini sangat membantu dalam menghindari potensi
kehilangan atau kerusakan dokumen wasiat yang dapat terjadi jika hanya disimpan oleh
pihak tertentu atau pewaris sendiri. Dalam banyak kasus, ahli waris sering kali menghadapi
kesulitan untuk menemukan dokumen wasiat yang sah, terutama ketika pewaris tidak
memberikan informasi yang cukup sebelum meninggal dunia. Dengan adanya pendaftaran,
akses terhadap wasiat menjadi lebih terjamin, sehingga pelaksanaan kehendak pewaris
dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan hukum.

Salah satu akibat hukum yang paling mendasar adalah ketidakpastian hukum mengenai
keberadaan wasiat tersebut setelah pewaris meninggal. Pendaftaran di Daftar Pusat Wasiat
memastikan bahwa wasiat yang dibuat oleh notaris dapat diketahui oleh pihak yang
berkepentingan, seperti ahli waris, pengadilan, dan pihak ketiga lainnya. Tanpa pendaftaran,
keberadaan wasiat bisa saja tidak diketahui, mengakibatkan kebingungan mengenai siapa
yang berhak menerima warisan, serta membuka peluang terjadinya sengketa warisan di
kemudian hari .7

Tidak didaftarkannya akta wasiat menyebabkan ketidakpastian mengenai apakah wasiat
tersebut benar-benar ada atau tidak. Dalam banyak kasus, ahli waris yang merasa dirugikan
bisa saja menggugat atau menolak keabsahan wasiat tersebukarena tidak ada bukti yang
jelas. Hal ini sangat berisiko menyebabkan konflik antar ahli waris, bahkan pihak -pihak yang
merasa memiliki hak warisan bisa saja menganggap bahwa wasiat tidak pernah ada, apalagi
jika mereka tidak pernah diberitahu mengenai wa siat tersebut Sengketa semacam ini dapat
berlarut -larut dan merugikan pihak -pihak yang terlibat.

Selain itu, akibat hukum yang signifikan dari tidak dilakukannya pendaftaran akta wasiat di
Daftar Pusat Wasiat adalah meningkatnya kesulitan dalam proses pembuktian wasiat
tersebut di pengadilan. Akta wasiat yang tidak terdaftar memiliki potensi besar untuk
dipertanyakan keabsahannya, terutama dalam situasi di mana terjadi sengketa di antara para
ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan. Meskipun sec ara hukum akta wasiat yang
dibuat di hadapan notaris tetap diakui sebagai alat bukti yang sah, tetapi jika tidak ada
pendaftaran resmi dapat melemahkan posisi hukum wasiat tersebut ketika harus dibuktikan
keberadaan dan keabsahannya?

Ketika wasiat tidak didaftarkan, pihak yang ingin mengajukan dokumen tersebut sebagai
alat bukti di pengadilan harus menghadapi beban pembuktian tambahan. Mereka mungkin
harus menunjukkan dokumen pendukung lainnya untuk membuktikan keaslian dan isi
wasiat, seperti bukti kesaksian atau dokumen lain yang dapat menguatkan bahwa dokumen
tersebut benar-benar dibuat oleh pewaris sesuai kehendaknya. Namun, proses ini sering kali
rumit dan memakan waktu, terutama jika dokumen pendukung sulit ditemukan atau jika
pihak-pihak lain yang terlibat berusaha membantah keberadaan atau validitas wasiat
tersebut. Dalam situasi seperti ini, risiko kegagalan pembuktian sangat tinggi, yang pada
akhirnya dapat menghambat pelaksanaan kehendak pewaris secara hukum. Selain itu,

“Mul i ana Muliana and Akhmad Khisni, 0AKki bat Hukum Ak
Mutl ak Ahl i War i s JgrhabAdtadt no.eti2817)P76&844 i e ) , O

8Sarah Patricia Rajagukguk ndunghn HukumiBagHRefjeamaiWasihb e s i n,
Terhadap Notaris Yang Tidak Mendaf t alhekJans6, bbad Mel ap
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proses persidangan yang berlarut-larut akibat lemahnya pembuktian bisa menimbulkan
tekanan emosional dan beban biaya yang besar bagi pihakpihak yang berkepentingan,
khususnya ahli waris .

Kondisi ini semakin rumit apabila pihak yang menantang keberadaan atau sahnya wasiat
mengajukan argumen yang kuat, seperti adanya dugaan pemalsuan, tekanan, atau
ketidakmampuan hukum pewaris pada saat wasiat dibuat. Dalam situasi seperti ini,
pendaftaran di Daftar Pusat Wasiat akan sangat membantu, karena catatan resmi tersebut
dapat menjadi bukti bahwa wasiat benar -benar dibuat dan diakui secara hukum pada waktu
tertentu. Tanpa pendaftaran, pembuktian ini menjadi jauh lebih sulit, bahkan dapat berujung
pada tidak diakuinya wasiat tersebut di mata hukum Kesulitan dalam pembuktian ini dapat
berdampak langsung pada pelaksanaan isi wasiat itu sendiri. Apabila keberadaan wasiat
tidak dapat dibuktikan secara memadai, pengadilan mungkin akan mengambil langkah
untuk mengesampingkan wasiat tersebut dan menerapkan ketentuan hukum waris umum
sebagaimara diatur dalam KUHPerdata. Hal ini tentunya dapat bertentangan dengan
kehendak terakhir pewaris yang telah dituangkan dalam akta wasiat, namun tidak dapat
dijalankan karena tidak terdaftar atau sulit dilacak. Akibatnya, ahli waris yang sebenarnya
berhak berdasarkan isi wasiat dapat kehilangan hak warisnya, yang pada gilirannya
menimbulkan kerugian, baik secara materil maupun immateriil. Keadaan ini juga
menciptakan ketidakpastian hukum, memperpanjang proses penyelesaian warisan, dan
membuka celah bagi timbulnya konflik antar ahli waris atau pihak -pihak yang merasa
berkepentingan. Lebih jauh, tidak adanya catatan resmi dalam Daftar Pusat Wasiat dapat
memberikan celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyangkal keberadaan
wasiat, bahkan memanipul asi jalannya proses warisan sesuai kepentingan pribadi.

Tanpa adanya pendaftaran di Daftar Pusat Wasiat, tidak ada jaminan bahwa wasiat
tersebut akan diterima atau diakui oleh pihak -pihak yang berkepentingan. Dalam
prakteknya, ahli waris yang mengetahui adanya wasiat tetapi tidak ada bukti yang bisa
diajukan (seperti pendaftaran) dapat mengabaikan wasiat tersebut, dengan dalih bahwa
wasiat itu tidak sah atau tidak terdaftar. Hal ini memberi peluang bagi terjadinya
pengabaian terhadap kehendak pewaris dan mengarah pada pelaksanaan pembagian
warisan yang tidak sesuai dengan niat pewaris.

Pendaftaran wasiat di Daftar Pusat Wasiat memberikan jaminan bahwa wasiat tersebut
akan tetap terpantau secara administratif. Tanpa pendaftaran, tidak ada otorisasi atau
pengawasan terhadap keberadaan dan status dari wasiat tersebut. Bahkan jika wasiat itu
sah menurut hukum, tanpa pendaftaran, status hukum wasiat itu bisa menjadi kabur dan
menimbulkan keraguan mengenai keberadaannya. Hal ini dapat menyebabkan proses
warisan menjadi lebih rumit dan memakan waktu yang lebih lama untuk diselesaikan. 10

Dalam hal tidak didaftarkannya wasiat, proses pembagian warisan dapat mengalami
keterlambatan atau penundaan yang signifikan. Pihak yang berhak menerima warisan
menurut wasiat mu ngkin akan kesulitan dalam mendapatkan haknya karena tidak adanya
bukti yang sah dan dapat diverifikasi mengenai keberadaan wasiat tersebut. Hal ini dapat
menghambat proses penyelesaian warisan dan menyebabkan ketidakpastian di kalangan
ahli waris. Selain itu, penundaan dalam pembagian harta warisan dapat meningkatkan
risiko konflik antar ahli waris. Semakin lama penundaan pembagian harta waris, semakin

OWRi zadi , OEfektivitas Fungsi Pengawasan Bagi
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besar potensi timbulnya pertikaian antar saudara atau sengketa waris antar ahli waris.
Oleh karena itu, pendaftaran wasiat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa
proses pembagian warisan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan kehendak pewaris.

Meskipun akta wasiat yang tidak didaftarkan tetap memiliki status sah dalam konteks
hukum pembagian warisan, pendaftaran ini memberikan perlindungan lebih besar bagi
pihak yang berkepentingan. Tanpa pendaftaran, walaupun wasiat tersebut sah menurut
hukum, sulit untuk memastikan apakah wasiat tersebut tidak akan dipertanyakan kelak.
Dalam hal terjadi sengketa warisan, pihak yang mengklaim bahwa mereka memiliki hak
berdasarkan wasiat yang tidak terdaftar akan menghadapi kesulitan dalam membuktikan
keberadaan dan keabsahan wasiat tersebut.

Pendaftaran akta wasiat di Daftar Pusat Wasiat berfungsi untuk memberikan j aminan
bahwa wasiat tersebut tercatat secara resmi dan dapat diakses oleh pihak yang berhak
setelah pewaris meninggal dunia. Selain itu, pendaftaran wasiat juga menghindarkan

kemungkinan pemalsuan atau penghilangan wasiat yang sah. Dengan terdaftarnya wasi at,
ada bukti yang jelas mengenai kehendak pewaris yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.2 Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Wasiat yang Tidak Didaftarkan dalam
Daftar Pusat Wasiat

Sebelum membahas konsekuensi hukum dari akta wasiat yang tidak didaftarkan, perlu
dipahami terlebih dahulu persyaratan sahnya sebuah wasiat menurut ketentuan hukum
yang berlaku. Dalam Kitab UU Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada Pasal 895 -
Pasal 94, dijelaskan bahwa wasiat harus dibuat oleh orang yang telah mencapai usia
dewasa dan memiliki kecakapan hukum, dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan,
memuat tujuan yang jelas, serta disusun dalam bentuk yang diatur oleh hukum, seperti
akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Isi wasiat tidak boleh bertentangan dengan
hak-hak mutlak (legitieme portie yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu. Akta
wasiat yang dibuat oleh notaris termasuk dalam kategori akta otentik menurut Pasal 1868
KUHPerdata, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Namun demikian,
pelaksanaan wasiat sangat bergantung pada kemudahan pengakuan hukum dan
aksesibilitasnya, yang salah satunya dapat dijamin melalui proses pendaftaran dalam
Daftar Pusat Wasiat.

Akta wasiat yang dibuat notaris sudah diakui sebagai akta otentik dan mengikat secara
hukum. Menurut Pasal 1868 KUHPerdata dan UU Jabatan Notaris, akta yang dibuat sesuai
ketentuan hukum oleh pejabat berwenang memiliki kekuatan hukum yang sempurna, baik
secam formil maupun materiil. Namun demikian, apabila akta tersebut tidak dibuat dengan
mengikuti prosedur atau mengandung cacat formil, maka kekuatan hukumnya dapat
dipertanyakan. Bahkan meskipun akta tersebut tetap sah secara hukum, jika prosedurnya
tidak le ngkap atau tidak sesuai dengan undang-undang, maka keabsahannya bisa diragukan
di pengadilan. **

Walaupun akta yang dibuat oleh notaris secara hukum memiliki kekuatan pembuktian yang

tinggi sebagai dokumen otentik, kekuatan tersebut bisa berkurang apabila terdapat cacat
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formil di dalamnya, seperti tidak terpenuhinya prosedur atau adanya pelanggaran terhadap
bentuk dan isi sebagaimana yang diatur dalam Undang -Undang Jabatan Notaris (UUJN).
Dalam praktiknya, akta yang mengalami cacat formil masih memu ngkinkan untuk
diperdebatkan keabsahannya di pengadilan, sehingga dapat menimbulkan keraguan
terhadap validitas hukum dokumen tersebut. Ahli waris yang merasa dirugikan karena
kelalaian notaris memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata atas dasar perbu atan
melawan hukum. Gugatan ini dapat berupa tuntutan ganti rugi yang bersifat materiil
maupun immateriil, bergantung pada jenis kerugian serta dampak yang ditimbulkan.
Sebagai ilustrasi, seorang ahli waris dapat kehilangan hak atas bagian tertentu dari warisan
karena tidak mampu membuktikan keberadaan wasiat yang tidak didaftarkan. Selain itu,
proses penyelesaian sengketa yang berlangsung lama akibat konflik warisan tersebut juga
bisa membebani ahli waris, baik secara finansial maupun emosional..*?

Lebih jauh lagi, tanggung jawab perdata ini tidak hanya terbatas pada kewajiban untuk
memberikan ganti rugi. Dalam beberapa kasus, notaris yang lalai dapat diminta untuk
membayar kerugian tambahan sebagai bentuk kompensasi atas dampak negatif yang
dialami oleh pihak yang dirugikan. 13 Selain itu, dapat juga diminta biaya penyelesaian
sengketa yang disebabkan oleh tidak terdaftarnya wasiat. Proses ini juga dapat
mempengaruhi kelancaran pembagian warisan yang dapat terhambat hingga wasiat
ditemukan dan dinyatakan sah oleh pengadilan.

Dalam beberapa kasus, pengadilan juga dapat mengeluarkan keputusan yang merugikan
pihak yang tidak melakukan kewajiban pendaftaran wasiat, baik itu notaris atau pihak lain
yang memiliki tanggung jawab. Dalam hal ini, notaris bisa dike nakan ganti rugi atau bahkan
dilarang untuk menjalankan profesinya jika terbukti melakukan kelalaian yang merugikan
pihak lain. Sebagai contoh, dalam perkara sengketa warisan yang melibatkan wasiat yang
tidak terdaftar, pengadilan dapat memutuskan bahwa ti ndakan kelalaian notaris dalam
melakukan pendaftaran adalah salah dan menyebabkan kerugian bagi pihak yang
berkepentingan. Ini berpotensi memberi contoh bagi profesi notaris untuk lebih berhati -hati
dalam menjalankan kewajiban administratifnya, termasuk pe ndaftaran akta wasiat.14

Selain bertanggung jawab secara perdata, kelalaian yang dilakukan notaris dalam
melaksanakan tugasnya juga bisa menimbulkan konsekuensi hukum pidana. Hal ini
terutama berlaku jika kelalaian tersebut berujung pada tindakan pemalsu an atau manipulasi
dokumen yang menyebabkan kerugian yang signifikan. Berdasarkan Pasal 263 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), notaris yang terlibat dalam pemalsuan dokumen
atau menghilangkan bukti berisiko dikenai sanksi pidana. Ketentuan mengenai p emalsuan
surat juga diatur dalam Pasal 263, 264, dan 266 KUHP. Oleh karena itu, apabila notaris
terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dalam pembuatan akta otentik dan memenuhi
unsur-unsur yang ditetapkan dalam hukum pidana, maka notaris tersebut dapat diproses
secara hukum pidana..1s

12 Made Agus Yudistira, dan | da Bagus Put WktaSwant ar
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Sebagai ilustrasi, dalam sebuah kasus nyata, seorang notaris terbukti bersalah melakukan
pemalsuan akta yang melibatkan perubahan isi dokumen tanpa sepengetahuan atau
persetujuan dari pihak terkait. Akta tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan
tertentu yang berujung pada kerugian finansial dan hukum bagi pihak lain. Dalam
persidangan, hakim menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar Pasal 264 Ayat (1)
KUHP, dan notaris tersebut dijatuhi hukuman pidana penja ra selama satu tahun. Keputusan
ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap standar profesi notaris, terutama yang
melibatkan tindak pidana, dapat membawa konsekuensi hukum yang serius .16 Meskipun
dalam praktiknya kelalaian dalam pendaftaran akta wasiat ja rang dianggap sebagai tindakan
kriminal, apabila kelalaian tersebut menyebabkan pihak lain mendapatkan hak yang tidak
sah atau sebaliknya menghalangi hak yang sah, maka bisa timbul dugaan tindak pidana,
khususnya terkait dengan penghilangan atau pemalsuan bukti.

Dalam konteks kewajiban administratif, kelalaian notaris dalam mendaftarkan akta wasiat ke
Daftar Pusat Wasiat dapat mengakibatkan sanksi administratif. Menurut peraturan yang
berlaku, notaris yang tidak memenuhi kewajiban pendaftaran dapat dikenakan teguran oleh
pihak yang berwenang, seperti Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Selain itu, dalam
peraturan perundang -undangan yang lebih spesifik, seperti Undang-Undang No. 2 Tahun
2014 tentang Jabatan Notaris, sanksi administratif yang lebih beratdapat berupa pencabutan
izin profesi jika kelalaian tersebut terbukti berulang atau merugikan pihak lain secara
substansial.l” Dalam praktiknya, jenis sanksi administratif yang diberikan sangat bergantung
pada tingkat pelanggaran dan dampak hukum yang di timbulkan. Penegakan sanksi ini juga
ditujukan untuk menjaga integritas profesi notaris dan memastikan bahwa semua kewajiban
prosedural, termasuk pendaftaran akta, dilaksanakan secara konsisten

Menurut Pasal 15 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notarifyang kemudian diperbarui

dengan UU No. 2 Tahun 2014), notaris yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban
profesinya dengan baik dapat dikenakan sanksi berupa peringatan, pembekuan, hingga
pencabutan izin notaris.18 Oleh karena itu, notaris yang lalai d alam melakukan pendaftaran
akta wasiat bisa dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan ini. 19

Selain sanksi hukum yang berlaku, kelalaian dalam menjalankan tugas profesi ini juga dapat
merusak reputasi profesional notaris. Dalam profesi notaris , yang sangat bergantung pada
kepercayaan publik, Kkelalaian atau pelanggaran dalam melaksanakan kewajiban
administratif dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dari masyarakat dan klien. Dalam
hal ini, dampak sosial dan profesional juga bisa dianggap sebagai bentuk sanksi yang cukup
berat bagi seorang notaris yang lalai dalam melaksanakan tugasnya?20

8Di nda Khodijah Damayanti, 0Tanggung Jawab Pidana Te
Keterangan Dalam Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Nomor 1362/ Pi d. B/ 2019/ PN.
Jurnal llmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP%, no. 4 (2024).
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Hilangnya kepercayaan dari masyarakat dan klien dapat menjadi konsekuensi serius bagi
seorang notaris yang lalai. Klien, yang seharusnya merasa aman danyakin dengan dokumen
yang dibuat oleh notaris, mungkin mulai meragukan integritas dan kompetensi notaris
tersebut. Kondisi ini dapat berlanjut pada penurunan jumlah klien, yang pada akhirnya
memengaruhi keberlanjutan praktik profesinya. Dalam dunia yang sa ngat kompetitif, di
mana kepercayaan adalah aset utama, kehilangan kepercayaan publik sering kali menjadi
sanksi sosial yang tidak kalah berat dibandingkan sanksi hukum.

Dampak reputasional juga dapat meluas ke komunitas profesional notaris secara umum.
Ketika seorang notaris terbukti lalai atau melanggar kewajibannya, hal tersebut dapat
menciptakan persepsi negatif terhadap profesi notaris secara keseluruhan. Masyarakat
mungkin menjadi lebih skeptis terhadap keandalan notaris lainnya, yang berpotensi
menurunkan martabat profesi ini di mata publik. Perilaku menyimpang satu notaris sering
kali memberikan dampak sistemik terhadap persepsi publik terhadap profesi ini secara
luas.21

Selain dampak reputasi, kelalaian seorang notaris juga dapat berdampak pada hubungan
profesional mereka dengan rekan sejawat. Dalam komunitas hukum, seorang notaris yang
reputasinya tercoreng akibat kelalaian atau pelanggaran sering kali kehilangan dukungan
dari kolega dan organisasi profesi. Hal ini dapat memperburuk isolasi prof esional dan
semakin merusak kredibilitas mereka. Organisasi profesi seperti lkatan Notaris Indonesia
(INI) pun memiliki peran penting dalam menegakkan kode etik dan memberikan sanksi bagi
anggota yang melanggar, baik berupa teguran, pencabutan lisensi sematara, hingga
penghapusan nama dari daftar notaris.

Tidak kalah penting, dampak sosial dari kelalaian notaris juga dapat dirasakan oleh pihak -
pihak yang dirugikan. Misalnya, dalam kasus di mana akta wasiat tidak didaftarkan oleh
notaris, ahli waris atau pihak yang berkepentingan mungkin harus menghadapi proses
hukum yang panjang dan melelahkan untuk membuktikan keberadaan dokumen tersebut.
Hal ini tidak hanya membebani mereka secara finansial tetapi juga secara emosional, yang
pada gilirannya memperburuk c itra notaris di mata publik.

Dalam proses penegakan tanggung gugat terhadap notaris, penting juga untuk memahami
batasan-batasan kewenangan notaris, termasuk hak ingkar dalam pemeriksaan hukum.
Notaris sebagai pejabat umum memiliki hak untuk menolak membe rikan keterangan terkait
isi akta apabila menyangkut kerahasiaan jabatan, sebagaimana dijamin dalam ketentuan
peraturan perundang -undangan. Hak ini memberikan perlindungan hukum terhadap
independensi profesi notaris dalam menjalankan tugasnyaDengan demikian, dampak sosial
dan profesional akibat kelalaian atau pelanggaran dalam melaksanakan kewajiban seorang
notaris sering kali dianggap sebagai bentuk sanksi yang cukup berat. Untuk mencegah hal
ini, seorang notaris harus memegang teguh prinsip kehati-hatian, tanggung jawab, dan
integritas dalam menjalankan tugasnya. Pelatihan berkelanjutan dan pengawasan ketat oleh
organisasi profesi juga menjadi langkah penting untuk menjaga standar profesi dan
kepercayaan publik terhadap institusi notaris. 22

22Sonia Christy Sipayung and Edith Ratna, OPeran Eti

Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 7, no. 1 (2025): 20316.
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